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PENETAPAN

Nomor 1080/Pdt.G/2016/PA.Bm
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DEMI KEAD{LAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara cerai gugat antara :
St. Jawariah alias Jawariah binti Ruslan, umur 28 tahun, agama Islam,
pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikanSLTP,
tempat kediaman di Dusun Sondo || RT.005 RW. 003
Desa Sondo Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai
Penggugat;
melawan
Suraidin bin Anwar, umur 36 tahun, agama lIslam, pekerjaan Petani,
pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sondo |
RT.005 RW. 003 Desa Sondo Kecamatan Monta
Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 04 Agustus
2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
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1080/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 04 Agustus 2016 dengan dalil-dalil

sebagai berikut :

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Monta Kabupaten Bima berdasarkan
Kutipan Akta Nikah Nomor : 65 / 07 / V / 2007 tanggal 29 Juli
2009);

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal di rumah pinjaman milik Ibu Asyiah di Desa Sondo
Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 3 tahun kemudian pindah
dirumah milik bersama selama 7 tahun ;. Selama pemikahan tersebut
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya
suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bemama :Muhammad
Aminullah (L) umur 9 tahun ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat
dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
disebabkan antara lain :

a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
b. Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi :

c. Tergugat suka mencacimaki Penggugat

d. Tidak ada lagi terdapat kesamaan visi dan misi untuk melanjutkan
rumah tangga ;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan tanggal 04 Agustus
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2.016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah
ranjang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,
tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang :

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pemah diupaya damaikan
oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat
dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi
sehingga fujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum
dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi
Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat
dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya
menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer:

1. Mengabuikan gugatan Penggugat:

2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Suraidin bin Anwar)
Terhadap Penggugat (St. Jawariah alias Jawariah binti Rusian);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku :

B. Subsidair:

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.
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Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang teiah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan
Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh
karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan
Pengadilan Agama Bima tersebut:

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua bal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil
mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia
mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai
dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271
RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk
dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai
karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh
karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk
dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana teiah diubah dengan Undang-undang
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Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Istam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 1080/Pdt.G/2016/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumiah Rp. 286.000 ,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah):

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi,
bertepatan dengan tanggat 22 Dzulqaidah 1437 Hijriah, oleh kami, H.
Ahmad Gani, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Mohammad Agus Sofwan
Hadi dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu
cleh Mahfud, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

dan Tergugat;

I Ketua Majelis,
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Hakim Apggota,

Drs{ Agus Mubarok

Panitera Pengganti,

- Mahfud, 3

Perincian Biaya Perkara :
1. Pendaftaran . Rp. 30.000-

2. Proses : Rp. 60.000-
3. Panggilan . Rp. 195.000,-
4. Redaksi © Rp.  5.000,-

. 5. Meterai . Rp. 6.000-

Jumlah: Rp. 286.000.-

{dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)
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